PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH. TAMIANG
HOMOR : 19 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN HASH. BUMI, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA DALAM PEMANFARTAN AR TANAH

BISHILLAHIRRARMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAY YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEK TAMIANG,
Menimbang :
bahwa dalam upaya peningkatan pefayanan kepada masyarskat patani
dalam & h Tamiang sesuai wat Olonomi Dasrah, maka

partu diatur tata p airtanah agar Tanyz labil tapat
guna, tepat sasaran terhadap volume air tanah agar lebih ofekiif dan efisian
penggunaannya kepada masyarakat;

bahwa sehubungan dengan hal terssbut dan dalam rahgka menjaga

kontinullas produksi pertanian dalam art iuas, baik fanaman pangan,

Hortikultura, Perikanan, dan Peternakan perdu diatur Femberian izin

| Operasional terhadap peralatan dimaksud datam bentuk pengawasan,
i il guna i it AU serta
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kualitas pelayanan itk berdaysguna dan berhasiiguna pada masyaraky
pemaka¥pengguna Jasa; :

bahwa disamping pengaturan pendistribuslan Alr Tanah dimaksud, lzn
Oporasional alat dan pealalannya, maka dipandang pedy pengaturan
pungutan retibusi Ferzinan Hasil Bumi Produksi Tanaman Pangan dan
Holiikultura dalam Peamaniaatan Alr Tanah dalam rangke peningkatan
Pendapalan Asl Daerah (PAD};

bahwa berdasarkan perimtangan sebagaimana dimaksud datem hurui a,
&, dan ¢ perlu mengatur dalam suaty Qanun.

Mengingai :

. Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

{Lembaran Negara Tahun 1981 Namor 76, Tambahan Lembaran Negasa
Nomor 3258);

. Undang-Undeng Nomar 22 Tahun 1959 tentang Femerntah Deeras

{Lembaran Negara Tahun 1939 Nomar 60, Tambaan Lembaran Negars
Nomor 3639);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1939 tentang Permbangan Keuangan
antara Pemarimtah Pusat dan Pemerintah Baerah {Lembaren Nogara Tahun
1888 Nemor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomar 3848);

Undeng-Undang Nomor 44 Tahuns 1989 tentang Panyelenggaraan
Kelstimewaan Dacrah Istimewa Aceh (Lembaran Nagara Tahun 1898
MNamor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3883},

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tshun 1897 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahen 2000 Nomeor 246, Tambahan Lembaran Negara.
Nomar 4048);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Ctoromi Khusus bagi
Provinsi Daecrah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam {Lembaran Negars Tahun 2001 Nomar 114, Tambahen
Lembaran Megara Nomor 4134);
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembantukan Kabupaten
Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Nanggros Aceh Darussalem (Lembaran Nagara Tahun 2002 Nomar
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonasia Nomor - };

Peraturan Pemarintah Nomer 27 Tahun 1983 tentang Pelaksansan
Undang-Undang Nemor 8 Tahun 1881 fentang Hukum Acera Pidana
{Lembaran Negara Tahun 1899 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Homar 3208);

Peraluran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerinteh dan Kewenangan Provinsi sebage! Dasrah Olonom {Lembasan
Negara Tahun 2000 Nomor 172, Tembahan Lembaran Negara Nomeor
3893y

Peraturan Perperintah Nomaor 68 Tahua 2001 tentang Retribusi Deerah
(Lembaran Nagara Tahun 2061 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4128);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Momor 44 Tahun 1882 tentang
Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bertuk Rencangan
Undang-Undang, Banfuk Peraturan Pemerintah dan Bentuk Keputusan
Presiden (L s-nharan Negara Tahun 188% Nomor 70, Tambahan Lembaran
HNegara Nomor ...,

K Dal 3 Tabwn 1
Urnum Penyidik Menganai Penyick Pegawal Negarl Sipi diingkungan
Pemerintah Dasrah jo. Kepuiusan Msnlsrl Datam Negeri Nomor & Tahun

1997 tentang Penyidi| i Negeari Sipit erinlah Dearah;
Keputusan Menien Fertanian Nomor Bss't(pisﬂ' F. 2504111998 tentang
fedoman F Perusahaan Penggiling Padi, Huller dan
Penggosongan Beras.

Keputusan Menteri Daiam MNeget] Nomor 21 Tahun 2061 femtang Teknik
Penyusunan dan Mated Muatan Produk-produk Hukum Dagrah;

. Keputusan Gubemur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 08 Tatun
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2003 tentang Penyeragaman Peaysbulan Peraturan Daerah menjad;
Qanun {Lembaran Daerah Provinsi Nangaroe Acsh Darussalam Tanun
2003 Nomor & 8&r E Nomor 5.

Dengan Persetujuan Borsama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAR KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAN .
BUPATI ACEH TAMIANG
MEMUTUSKAN ¢
Menetapkarn :

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
HASIL BUMI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DALAM
PEMANFAATAN AR TANAH

BAB!
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun i yang dirnaksud dangan -

Daerah adalah Deerah Kabupaten Acsh Tamiang;

Pemerimah Deerah adaiah Bupati basarta Perangkat Daerah Otorom yang
lain sebagar Badan Eksekutif Dagrah;

Bupati adefah Bupall Aceh Tamiang;

Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tamiang;
Pejabeat adatah Pegawsi yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan Ferindang-undangan yang beraku;
Badan adalah suatu beniuk Badan Usaba yang meliputi Perseroan
Terbatas, Parsercan Komandiler atay Perscroan lainnya. Sadan Usaha
Millk Megara atau Daerah dengan Sarana apapun, Persskuluan,
Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi
sejenisnya, Lembags, Dana Pensiun, bentuk Usaha Tatap, sera bentuk
Badah Usaha lainnya;
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K.

. Hasil Bumi Tanaman Pangan adatah dengan Jenis Hasil Buml Padi-padian,

Palawija, Buah-buaheon, Sayur-ssyuran, dan Bunga-bupgaan yang berada
dzlam Kabupaten Aceh Tamiang;

. NrTanah adalah bemsaldansumur dalam, sumur bor, pofparisasi atau

untuk dalam Daerah;

: yang
5 Relfibusi Perizinan adalah relribusi atau kegiatan tertentu dalam Dasrah

urtik D"E"nben izin pada orang/pribadt atau Badan/Institusi yang dimaksug
untukp gendafizn danp

pemanfaztan mung penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana.
sarans atau fasilitas terfenty guna melindungl kepentingar tmurm dan
menlaga kelesiarian alam den fingkungan;

. Retribusi izin Penggunaan yang selanjutnya disebut Retribusi adalan

Pambayaran alas Pemberian izin Tempat Usaha kepada omng Privadi
atau badan di fokasl terlentu yang menimbulkan Bahaya, Kerugian dan
Gangguan tidak termasuk lsmpat Usaha yang lokesiny telah ditunjuk olsh
Pemeriniah Pusat atau Dasrah;

. Wajib Retribusl adalah crang/pribadi atau Badan yang menurut ketentuan

Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibian untulk melakukan
pembayaran Retribusi;

Masa Retribusi adalah jangka waktu terentu yang merupakan batas waktu
tartentu bagi Wafib Retribusi untuk pemanizalan jasa pelayanan atas

perlzman tertentu dari F i Daerah yang

rat i Darah yang RD
adalah sural yang digunakan oleh Wanbﬂa&imm untuk melapor data abjek
Astribusi sebagal dasar 1 dan P yang 9

menundt Peraturan Perundang-undangan Hu!:iwsl Dagrah;

. Surat Ketetzpan Ratribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD

adalah surat keputusan yang memuiuskan besarnya jumiah Ratribusi

Daerah;

Rtibus] D inghat

5
- SKROKB adalal\ Sural Kepuiusan yang menentukan besamya [umiah

Retribusi yang terhutang, Jumlah Kredit Retribusi, Jumiah Kekurangan
Pakok, besamya denda Administrasi dan jumlah yang hanss dibayar;
Surat Ketarangan Retribusi Dasrah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjitnya disingkal SKROKBT adalah Surat Kepulusah yeng mensntukan
tambahan atas jumfah Retribus! yang telah ditetapkary

. Surat Ketetapan Retribust Daerah Lebin Bayar yang selanjutnya dapat

disingkat SKRDLE adafah Surat Keputusan yang menentukan jumlah
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ketgbihan Pembayaran Retribusi kareea jumiah kredil Retribus) lebih bezay.
dari pada yang tarhutang atau tidak seharusnya terhifiang;

18, Gurat Tagihan Retrdbus Daarah vang selanjutnya dapat disingkat STRD
adalah sural untuk melakukan tagihan Retridus! dan alsu sanks
Administrasi berupa bungs dan etau denda;

19, Syrat Keputusan Kebaraian adalah Suret Kepulusan slas kaberatan
terhadap SKRD, SKADKRT, SKRDLE atey terhadas pem ralongan alzy
punguian olsh Pihek keliga yang diajukan oish Wanb Retrib.

20, Pemard ‘adalah Kegiiatas: untuk mancari,
dznmengolah data dan atay daiam rangica P
Kepatuhan Pemanuhan Keswajiban Relribus! berdasarkan ketentuan
peraturan parundsng-undangan Refribusi Dasrsh.

BAB I
NARKA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSIE

Pagal 2

Retribustinl adatah Retribusl Perizinan Hasi Bumi Tanaman Peranisn Tanar
Bangan dan Horlikultura dalam Pemanfastan Air Tanah dipungut Ratribus
sabagal Pembayaran atas Pelayanan yang dibsrikan oleh Pemarintah Dacrah,

Pasai3

Objsk Retribusi adalah sebagai berikul :

1. Pemberiarn lzin Operasional elat-atei mesin pertanian pada orang Priedi
maupun Badan Usaha dan sejsnisnys;

2. Hasil Produksi dari semua lanaman pangan dan horfikuftura baik yang
bersumber pada Uszha tani dan pribadi maupun Badan Usahe dan
sefenisnya;

3. Pelayanan Pemanfaatan Air Tanah untuk pengalolzan Usaha Tani orang
ribadi maupun Badan Usaha dan sejenisnya;

4 f dan il 1 dengan p fian mutis
hasil burmi dan hortikultra dan sejenisnya.
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Pasal 4
‘ubjek Retribusi adalzh Pedagang Hasil ateu Badan Usahs den sejenisiya

g mermasarkan atau menaolah besilProduksi Usaha Tanamen Pangan dan
rlikultura di Dasrah

BAB HL
1ZIN OPERASIONAL ALET MESIN PERTANIAN {ALSINTAN)

Pagal 5

Operasional {usaha) aisi mesin Pertenian {Alsintan) adzlah izin yang
ikeiuarkan oleh Dinas Pertanian kepada milk pribad] atau badan usahs ated
sjenisnya yang mengoperesionatkan alat mesin traktor, Power thieser dan
lenggilingan padi dalam Dasrah.

i Pasal 6

igtiap Kendarsan Alai-alal mesin pertanian yang perifknya berdomisili i dalam
laerah, maga berlaku fzin Operasionalnya diber! sefama 1 (satu) thun.

Pesal 7
lstiap Kendaraan Alat-giet mesin perianian yang pemilikniya berdomisii diiuar
aerah dan akan melakukan Operasionalnye o dalam Daerah dikaruskan
semiliki izin Operasicnal dengan masa berlakunya sefama 6 bulan.
BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 8
letribus] Perlzinan Hasil Bumi Tanaman Pangan dan Hortikuitura galam

lemartfaaten Air Tanah digolongkan sebagai Refribusi perizinan tertenty dan
& usaha.
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BABV

CTARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9

©ara mengukur bngkat penggunaan fasa dapat digolongkan sebagai berfkyt
. Untuk perizivan tngkat perggunaan jzsa diukur berdasarksn lingkal
besarnya palayanan yang fkan oleh Pemerintah Dagrah serta witaya)
operasional alat-ziat yang difzinkar
Untuk hasil bumi tanaman pangan
kepasitas produksl dan tingkat pe!
olel: Pemarinfah Daerah;
. Bentuk Pamardaaian Air Tanah diukur besdasarkan Jumiah pemantastar
alroteh patan! sera tingkat pelayanan, dibidang tahris yang dibesikan cla)
Pemarintah Dagrah.

o

n horikuiture didkur berdasarkar
yanan, pengawasan yang diberikar

@

BaB VI

| PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STAUKTUR DAN
H BESARNYA TARIF

Pasal 10

} Prinslp dan sasaran dalam penstapan strukdus dan besamya tanf Retripusi
berdasarkan untuk menutup biaya penyslenggaraan, pemberian izin, p
meriksaan, pengendalian muty sarta blaya parbaiken dan operasional gir;

(2] Blaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
a. Meliputi bizya Pemeriksasn lokasialat-alat mosin pertanian;
b, Biaya pengawasan dan pemariksasn mutl produk pertanian seda biaya
Iainnya.

| BAS Vil
STRUKTUR DAN BESARIYA TARIF

Pasal 11

Slruktur dan besamya laaf Ratrlbusi dapat digolongkan memurut jenis
pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
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Besamya tarif Retribust sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal

i sebagai berit |

& Untuk hasit bumi tangman pangan dan hortikuliura sebagai berkut <

Ho. Jenis Hasil Bumi Tanaman Pangan Besarnya

: dan Hortlkultura Tarif Retribusi

Gabah Padi Rp.  10/Kg
Beras No. 1 fp.  20/Kg
Beras No. 2 Bp.  15/Kg
Beras Impurt Ap.  26/Kg
Dedak Tp.  10/Kg
Abu Salam Rp. 2/Kg
Beras Pulut Rp.  20/Kg
Tepung Beras Fp. 10 Kg
Tepung Terigy Fp.  10/Kg
Tapung Sagu Rp. 10/Kg
Tepung Tapicka Rp.  10/Kg
Jagung Tongkal Rp. 10M01gk
Jagung Pipilan Kering Rp.  10/Kg
Jagung Glfing Rp. 15/Kg
Kacang Kuning Rp.  20/Kg
Kacang Hijau Rp. 10/Kg
Kacang Tanah Ap. 20/Kg
Kacang Merch Rp.  10/Kg
Ubi Kayu (katela pohon) Rp. 2/g
Ubi Jalar {ketela Rambat} Rp. 2/Kg
Aambuian Ap.  10/Kgfikat
Langsat Fp. 15 Kg
Daprian RAp. 1G/Kg
Mangga dan Sejenisnya Rp. 15XKg
Mangga Muda Rp. S/Kg
Duku Bp. 165/4y
Wanggis Rp  10/Kg
Jeruk Manks Rp. 20/Kg
Jsruk Purut Ap.  10/Kg
Jeruk Bali ‘Rp.  25/Kg
Jeruk Nipis Rp. 10 /Kg
Sawa Ap.  10/Kg
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Jenis Has! Sumi Tenaman Pangzn Besainye
Hes dan Hortliutura TasH Retribug;
! Ramba Rp. 5
Semangka i Ho. 15 /Ky
Papaya, RAp. 10/Kg
Nenas l Ap. SkKg
Salak Aa, 10 /Kg
Jambu Afr dan sejanisaya | me. amg
Mentimun | B 5/Kg
Fisang Be.  1/Kg
Nargka Ap. 10/Kg
Cempedalk Ro. 107Ky
Aipokat FE. 10/Kg
Banghkuang Ap. 10/Kg
Aped dan seisnisnys Rp. 20Xy
Anggur Ap.  50/Kg
Cabe Ro. 25
Cabe Hijau A 16 /Kg
Bawang Merah Re. 20Ky
Bawang Putih Ap. 25 MKy
Bawang Pre Rp. 15Mg
Bawang Bombay Rp.  1B/Kg
Kentang Re.  10/Kg
Kool (Kubis) dan sejenisnya Rp.  10/Kg
Wortel Ap. 10
Lobak Bp.  10/Kg
Buncls Ao, 10/Kg
Kacang Panjang Hp. 10Ky
GambasKecipis Ro. 10/Kg
Terong Hp. 5 fikg
Sawi Rp. 54
Bayam Fp. 5/Kg
Kanghung. fp. 5Ky
Tomat Bp.  10/Kg
Daun Ubi/ Fapaya Ap. 5Ky
Talige Ap. 10 /Kg
Jamur Sayur & Rp.  10/MKg
Daun Sop -Ap, 16 g
Bolimbing Seyur Rp. &/Kg
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sip, | +ents Hasll Bumi Tanaman Pangan Besamys

dan Hortikutiura Terit Retribusi
70, | Asam Sunti RAp.  10/Kg
1. | Gelugur Ap.  iDiKg
72. | Asem Gelugur Ap. 10Ky
73. | Jahe Ap.  107Kg
74, | Kunyit Ap. 10 Ky
75. | Temu Lawak Ap.  10/Kg
76, | Bunga-Bungaan Rp.  10/Kg
77. | Taraman Bonsal Rp. 5000 foatang
78. | Eibit Tanaman Bunga-Bungaan Ap. 100 /batang
76. | Bibit Tanaman Buan-Buahan Rp. 100 /batang
B0, | Benin Padi-Padian Rp.  20/Kp
81, | Benih Palawia Rp.  20Mg
82| Jongkoi Ap.  10/Kg
B3 | Petal Ap. 10Kz

b. Biaya P,enamosn Lzin Operasions’ cehagai barikut

HKo. Jenis Retrfbust Besarmnyas Tarif
A | KELOMPOK ALAT MESIN PERTANIAN
{ALBINTAN)
1. | Traklor Besar (80 -85 PK) Fp. 75000 ffahun
2. | Traktor Sedang/Midt { 40 - 42 ) Pp. 50.000 /Tztun
8. | Traktor Kecihin { 30 - 35) Rp. 26,000 Tahun
4. | Hand Traktor {> 10 PK } R, 20.000 Tabun
&. | Hand Traklor (< 10PK) Fip. 15.000 fTahun
6. | Power Thereser {55 PK) Rp. 10.000 Mahun
B. | KELOMPOK PENGOLAHAN HASIL
PERTANIAN TAMAMAN PANGAN
1. | Penggiingan Padi Keoll (PPK){0- 12 PK)| Rp.  2.000 PK/Tahun
2. | Penggilingan Pedi Sedang (20 - 50 PK) | Ap.  2.500 {PK/Tahun
3. | Penggllingsn Padi Besar (PPB) (> 50 PK}| Ap.  3.000 /PiGTahun
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No. Jenls Retribusi Besarnya Tarif
C. | KELOMPOK PEMAKAIZN AIR
1. | Pemalaian At Tanah Ap. 500/RantsiMusin
Tenam

D. | KELOMPOK SARANA PRODUKS!
& Pupuk dan sejenisnya Rp.  104Kq.
b. Kapur pertanian dan sejetisnya Ap. 10/Kg
. Pestisida dan sajeniznya Py, 25/Kg/Liter

BAB Vil
WILAYAH PUNGUTAHN

Pasal12

Retribusi terhutang dipungut sebagai berut |

2. Untuk Astribusi Perdzinan dipungut pada sastizin apsrasional dikeluarkan
pada Tempat Pangambilan Retribusi (TPA);

b. Unluk hasil bumi tanaman pangan dan hertikuliura dipungut fangsung
disentral produski yang berada dalem Daeral;

©. Apabila hasil burmi fanaman dan hortikultura. diualidibawa ke daerah lain
atau dimasukkan ko Daerah diktip pada pos perbatasan atau pos-pos
fainyang ditentukan oleh dan dbaviah koordinasi Dinas Pendapatan Daeraby

. Untuk Pemantaatan Ajr Tariah dipungut langsung pada Petant pemakai Air
Tanah pada sentral yang mendapat pelayanan Pemerintsh Daarah,

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTAMG
Pasal 13
(1) Masa Retribust untuk Perizinan adalah jangka viskdu lamanys 1 {sat)

tahun atau ditetapkan lain aleh Dinas Pertanian menyangkut tehinis pefak-
sejauhti dengan 1 yang lebih tinggh
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Masa Retribusi untuk hasil dari tanaman pangan dan hortikullura adaiah
jangka wakiu lamanya 1 {satu) kall panen/produlesi;

1) Masa Retribusi untuk pomanfaaten air irigast adalzh jangka wakt lamanya
1 (sahy) kall psmanfaatan Air Tanah.

Pasal 14
Saat retriousi larhuian-g pada saat di SKRD dan atau dokur i
yeng diparsamakan.
] BAB X
E SURAT PENDAFTARAN
Pagal 15

{1y Waiib Retribusi Wajlb Mengisi SPDORD;

{2} SPDOAD dimaksud pada ayal (2) harus diisi dengan jefas, benar dan
fengkap dan ditendatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanys;

{3) Bentuk, isiserta tata cara pengisian dan penyampalan SPDOAD sebagal
dimaksud pada ayat {2) ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Dagrah,

BAB X1
PENETAPAN RETRIBUS!
Pasal 16
{1} Berdasarkan SPDORD sebagalmana dimaksud dalam pasal 12 ayat {1}
ditetapian Retdbusi tentama dengan penerbitan SKRD atau dokumen
[ain yang dipersamakan;
{2} Apabila dan kan data baru dan atay

dala yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumiah retribusi yang terhutang maka dikehiarkan SKROKBT:

(3) Bentuk, isi dan tata cara penarbitan SKRD atau dokumen lain yang
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dipersamakan se‘uegawman._ yang di mm:sun‘ pada ayat (2) menyangkg:
taknis n Din Pemerintakan
Daerah.

BAB XN
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 17
{1} Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Refribusl yang terhistang harus dilinasi sekafigus dimuka;

{3} Tata cara pembayaran pemungulan jass, tempat pembavaran retribygi
diatur oleh Dinas Pendapatan Dasraty;

(4} Semua hasil pemungutan Ratibusf yang ditakukan berdasarkan Qanun
inf harus disetor ke Kas Dagreh sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

BAB Xt
SANKSI ADMINISTRAS!

Pasal 18
Dalam hai Wafib Aetribusi tidak dibayar tepat pada waktimya atau kurang
membayar dikenakan sanksiAdministras! berupa bunga 2% (cua persen) selizp
bulan dari Retribus! yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STAD,

BAB XIv

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19
{1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus;
(2) Aetribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambitnya 15, (lime belas) har

sejok ditorbitkannya SKRD atau Dokumen yang lain yang dipersamakan,
SKRDKBT dan STRO;
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(3] Tata cara pembayaran, penystoran, tempat pembayaran retribust diatur
oleh Dinas Pendapatan Daerah,

BABXV
TATA CARA PENAGIHAN
Fasal 20

(1) Retribusi yang terhulang berdasarkan SKRD atau Dokurnen lain yang
disamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang
menyebatiian jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak
dan atau kurang dibayar cleh Wejib Retribusi dapat ditagth melalui Surat
Faghan/Tegaran aiau Surat lain yang disamaken dilaksanakan berdasarian
Peraturan Parundang-undangan yang berlaku.

BAB XVi
KEEERATAN
Pasal 21

{13 Wajib Retribusi dapat mengajukan ksberatan hanya kepada Bupall atay
Pejabal yang d!tuﬂ]ukms SKRD atau Dokumen lain yang dlpelsamakan‘
SKRDKBT dan SKRDLE;

{2} diajukan rtulis nbahasa Indonesia
alasan yang jelas;

(3} Dalamn hal Wajib Retribusi mengajukan kabemlan alas pensm—:an R=erusi,
Walis Retribusi harus dapat
Retribust tersebut;

{4} Koberatan harus diajukan dalam jangka waku paling tama 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain vang dipersamakan, SKROKST
dan SKRDLE diterbitkan, kecusll apabila Wajib Retribusi tertentu dapat
mengajukan bathwa jangka waktu itu lidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya;
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(8} Keberalan yang tidak memenuhi parsyaratan sebagaimana dimaksud [asy
aygt (2) dan (3] tidax dianagsp sebagai Surat Keberatan sehingoa tidal,
dipertimbangkan;

(6} Pangajuan tidak menunda ji avar Fetribusi gy
Pealaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 22

(1) Bupati datar jangka waktu paling lama 6 {snarm) bulan sejak tanggai Surar
Keberalan diterima haris memberi Keputusan atas Kebsratan yang
digjukan;

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menenma sefunifinya atay
sebagian, menolak atau menambeh besemya Reribusi yarg tethulang;

{3) Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat {2) telsh lewat
ipati yang It 1iersebut

tidak g

dianggap dikebulkan.
BAB XVit
FENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23
(1) Afas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Astribusi dapat mengajukan

permohanan pengembalian kepada Bupati;

(2} Bupatidatam Jangka Waidu paling tama 6 (enam) bulan sefak ditsrimanya
permohonan kelatik Ratrbusl i dimaksud pada
ayat {1) harus memberikan Keputusan;

{3) Apabila Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {2) tefah
dilampaui dan Bupali tidak membarikan suaty Keputusan permohanan
Retribusi di SKRDLE harus

diterhitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajit: Retribusi mempunyai hutang Fetdbusi kinnya, kelebihan
pembayaran Aetribus! sshagaimana dimaksud peda ayat (1) langsung
diperitungkan untuk melunasi tarebih dahulu hutang Retribusi tersebut;
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} Pongembalien Kelebihan Pembayaran Fletibusi sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) diakukan dalam Jangka Wakly pating jama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkan SKRDLB;

B) Apabila pengamtalian K R setolan
lawat jangka walkdu 2 {dua) bulan, Eupaﬂ mnmbehkan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
keisbihan Retribusi.

Pasal 24

) Permohonas Pengembalian kelsbihan pembayaran Fletribusi diajukan
secara teriulis kepada Bupall dengan sekurang-kurangnya rmmyehm
a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
b. Masa Retribusi;
c. Besariya kelebihan pembayaran;
d. Alasan yang singkat dan jelas.

g P iian kelehihan pet Ratrit
secara lengsung &tau mefalui Pos fercatat;

) Bulk penerimaan olsh Pej Daerah atad bukd
Pos tercatat merupakan huktl Esﬁl permohonan diterima olch Bupati.

-Pasal 25

Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan mensrhitkan surat
perintah membayar keleblhan Retribust;

%) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diparhifungkan dengan hubang
Fteinbus: Iﬂmnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4)
& dengan peminc ® dan bukdl pern
- bukuan yang berlaku sebagal bukil pembayaran.

BAE Xvill
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 26
1} Bupati dapat membarfkan keringanan dan pembebasan Refribusi;
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{2} Pengurangan atau keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimang

dimaksud pada ayat (1) dengan 1 kondisi dan ke n
Wajib Retribusi;
(3) Tatacara pongurangan, keri dan FRetribusi ditetapkan
oleh Bupati.
BAB XX
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 27

{1} Hak tntuk metakulkean penagihan Retribusi, Kadaluarsa islah melampaui
jangka wakiu 3 (figa) tahun terhitung sejak saat larhulzngnya Retibysi,
sehihgga apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang
Retribusi;

(2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguren, alau
b. Ade Pengakuan Hutang Retribusi dari Waijib Retribusi beik tangsung
maupun tidak fangsung.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28
Waijlb Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingpa
merugikan keuangan Pemerintah Daerah diancam Pidana kurungan pa-

finglama & (enam) bulan atau dengan paling banyak 4 (smpat} kali jumlah
Retribusi yang terhutang;

{2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat {1} adalah Tindak Pidana
Palanggaran.
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BAB XXI
PEHNYIDIKAN
Pasal 29

1) Pejabat Pegawai Negeri Siph terent ciingkungen Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untulk melakukan penyidikan
tindak Pidana dibidang Retribysi Daarah sebagaimana dimaksud daiam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1881 tentang Hukum Acara Pidana;

7] Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaleh :

2. Menerima, mencari, mengumputkan dan maeneli keterangan atau

Laporan berkensan dengan Tindak Pidana dibidang Relribus! Daerah

agar katerangan atau laporan tersebut menjadi fangkap atau jelas; -

Menelii, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribad:

atau badan tentang kebenaran parbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;

. Meminta Keterangan dan Barang Bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribus,

Memeriksa buldi-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokutien lain

rkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Refribusi Daerah;

slakukan Penggeledahan untuk mendapathan bahan bul
pembukuan, pencatatan dan Dokumen-Dokumen fein setia melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Memima banluan tenaga ahli dalam rangka pelaksanasn tugas
Penyidikan Tindak Pidanz dibidang Retribusi Dasrah;

wuruh berhent 2ty melarang seseorang manmgg&'kﬂ1 rangan

alau tempat pada sant Pemerlksaan sadang berlangsung dan [dentitas

orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada

huruf (g}

h. Msmolrel sesecrang yang berkaltan dongan Tindak Pidane Retribusi
Dasrah;

i. Memanggil seseorang unfuk mendengar ketorangannya yang diperiksa

sobagai tersangka alau saksi;

P‘

o

a

Menghentikan Pemﬂdwkan

3 g untuk, nyidikan Tindak
Pidana dibidang Halrlbusw Daerah menurut Hukum yang dapai
dipertanggunigjawabkan.
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(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibetitahukan dimuleinga
Penyidikan dan menyampaikan Hash Penyidikan kepada penuntut Umiy,
sesual dengan Katentuan yang diatur detam Undang-Undang homor g
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIt
KETENTUAN PERUTUP

Pasal 30

Dengan badlakunya Qanun ini, maka semba ketentuan yang bertentangar,
dengan Qanur ini dinyatakan tidak berlaku tagi,

Pagsal 31

Hat-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, menyangkut tehnis pelaksanaannys
akan diatur lebih lanful dengan Kepufusan Bupatl:

Posat 32
Qanun ini bedaku pada tanggal diundangkan.
Agar sstiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Qanun inl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Acsh
Tamiang.
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